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Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut 

Proyek Strategis Nasional (PSN) Perhubungan 
Laut 

Pelayanan Pemanduan Kapal Di Selat Malaka dan 
Penyelenggaraan Kapal Ro-ro Bitung - Davao 
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KEBIJAKAN TRANSPORTASI LAUT NASIONAL 
ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA (2015-2019) 

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap 
Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga 
Negara; 

2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membagun tata 
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 
terpercaya; 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; 

4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem 
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan 
terpercaya; 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar 

internasional; 
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan 

sektor–sektor strategis ekonomi domestik; 
8. Melakukan revolusi karakter Bangsa; 
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi 

sosial Indonesia. 

NAWA CITA 
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 Pembangunan Tol Laut merupakan upaya 

penyediaan jaringan angkutan laut secara tetap 

dan teratur melalui penyelenggaraan pelayanan 

angkutan laut (pola subsidi) dan didukung 

peningkatan fasilitas kepelabuhanan.  

PROGRAM TOL LAUT SEBAGAI PERWUJUDAN 

PROGRAM NAWACITA 

 Pola jaringan angkutan Tol Laut menghubungkan 

simpul pelabuhan utama (hub) dan pelabuhan-

pelabuhan pengumpannya (Feeder). 



PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT (TOL LAUT) TAHUN 2017  

DAN PROGRAM RUMAH KITA ( 19 LOKASI ) 

NO LOKASI PENANGGUNG JAWAB  

1 Nias dan Mentawai PT. Pelindo I 

2 Natuna dan Tahuna PT. Pelindo II 

3 Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi PT. Pelindo III 

4 
Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore, dan 

Sangatta/Lhoktuan 
PT. Pelindo IV 

5 
Morotai, Saumlaki, Manokwari 

dan Timika 
PT. PELNI 

6 Merauke dan Namlea PT. ASDP 

PENETAPAN LOKASI RUMAH KITA DAN 
PENANGGUNGJAWAB 

TUGAS PENANGGUNGJAWAB 
RUMAH KITA 

1. MENYIAPKAN RENCANA KERJA DAN FASILITAS YANG 
DIBUTUHKAN UNTUK PROGRAM “RUMAH  KITA”/SENTRA 
LOGISTIK; 

2. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMDA SERTA 
STAKEHOLDERS TERKAIT DENGAN KEBUTUHAN BARANG DAN 
PENDISTRIBUSIAN BARANG DI WILAYAH SEKITAR LOKASI 
“RUMAH KITA”/SENTRA LOGISTIK; 
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Mamit 

WAMENA 
Mugi 

Mapenduma 
Timika 

Beoga 

Sinak 

Ilaga 

Kenyam DEKAI 

Silimo 

Anggruk Korupun 

Ubahak 

• Rute penyambung kargo perintis bukan subsidi pemerintah ( Komersil ) 

• Rute Timika – Wamena yang melayani penerbangan kargo adalah PT. TRI M.G INTRA ASIA 

AIRLINES, PT. TRIGANA AIR SERVICE  

• Rute Timika – Dekai yang melayani penerbangan kargo adalah PT. DERAYA 

INTEGRASI ANGKUTAN BARANG DI LAUT (TOL LAUT) 

DENGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS BARANG (JEMBATAN UDARA) 

Kementerian Perhubungan mengembangkan program keterpaduan antara program tol laut 
dengan jembatan udara sebagai upaya menurunkan disparitas harga di wilayah 
pegunungan tengah Papua 



INTEGRASI ANGKUTAN BARANG DI LAUT (TOL LAUT) 

DENGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS BARANG (JEMBATAN UDARA) 
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Lapangan  

Penumpukan 

PELABUHAN POMAKO 

Gate 

Out Airport 

 Rencana integrasi TOL LAUT dengan TOL UDARA dimana petikemas setelah tiba di Pelabuhan Pomako perlu 

dilakukan penanganan kemasan lebih lanjut (proses stripping) agar dapat diangkut dengan jalur darat sepanjang 

42,35 km menunju Bandara Mozes Kilangin guna diangkut dengan moda pesawat menuju lokasi sesuai  dengan jalur 

TOL UDARA; 

 Saat ini masih menunggu payung hukum untuk penyelenggaraan jembatan udara. 

Proses 

Stripping 

 
SKENARIO PENGANGKUTAN BARANG DARI PELABUHAN 
POMAKO MENUJU BANDARA MOZES KILANGIN; 
 
MASUD DAN TUJUAN: 
DALAM RANGKA PELAYANAN DISTRIBUSI BARANG KE 
DAERAH/WILAYAH PEDALAMAN/ PEGUNUNGAN PAPUA UNTUK 
MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG DAN MENGURANGI 
DISPARITAS HARGA DI DAERAH/WILAYAH TERSEBUT.  
 



 
Proyek Strategis Nasional (PSN)  

Perhubungan Laut 
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DAFTAR PELABUHAN PSN 
SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT 

 
 

 
 

1. Pelabuhan Kuala Tanjung                6. Pelabuhan Sorong    11. Pelabuhan Kupang 
2. Pelabuhan Bitung                             7. Pelabuhan Kalibaru     
3. Pelabuhan KEK Maloy                      8. Pelabuhan Makasar New Port   
4. Inland Water ways/CBL                   9. Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu) 
5. Pelabuhan Patimban                       10. Terminal  Kijing 
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Perpres 3 Tahun 2016 
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Implementasi Inaportnet, Pelayanan 
Pemanduan Kapal Di Selat Malaka dan 
Penyelenggaraan Kapal Ro-ro Bitung - 

Davao 
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Blue Print Inaportnet 
Integrasi dalam Inaportnet 

Manfaat : 

1. Mempermudah pengawasan 

2. Efisiensi waktu dengan pengajuan 24 jam sebelum kapal datang 

3. menjamin rasa keadilan pelayanan (first come first served)  

4. Mempercepat penyelesaian pelayanan kapal dan barang  

5. Meminimalisasi biaya yang diperlukan dalam penanganan pelayanan kapal dan barang  

6. Pelayanan yang terintegrasi yaitu AP dan TKBM cukup menggunakan satu aplikasi untuk 

mengajukan permohonan dan keberangkatan kapal serta pembayaran PNBP karena 

Inaportnet mengintegrasikan aplikasi pelayanan di lingkungan Kemenhub, BUP dan DJA 

Kemenkeu 

 Nama Pelabuhan 
Penerapan Secara Penuh 

(Go Live Inaportnet) 

Pelabuhan Makassar 1 Juni 2016 

Pelabuhan Belawan 1 Juli 2016 

Pelabuhan Tanjung Perak 2 November 2016 

Pelabuhan Tanjung Priok 11 November 2016 

Implementasi Inaportnet 

INAPORTNET 

Pengembangan Inaportnet di 12 Pelabuhan Kelas I 

Pelabuhan Bitung, Ambon, Dumai, Teluk Bayur, Panjang, Banten, 
Semarang, Pontianak, Palembang, Banjarmasin, Sorong dan Balikpapan. 



Kewajiban PT. Pelindo I (Persero) 
a. Memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat sesuai SISPRO yang ditetapkan oleh 

pengawas pemanduan; 
b. Menjaga validitas SDM, Sarana  dan Prasarana Pemanduan; 
c. Memenuhi standar kinerja pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal; 
d. Melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanduan kepada pengawas pemanduan 
e. Menetapkan tarif pemanduan dan penundaan kapal  
f. Membayar kontribusi kepada negara berupa PNBP 
g. Melaporkan kegiatan pemanduan setiap 1 (satu) bulan kepada Dirjen  

Telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Hubla Nomor BX-428/pp304 tanggal 25 November 2016 

tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Untuk Melaksanakan 

Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Pada Perairan Pandu Luar Biasa Selat Malaka 

dan Selat Singapura. 

Pemberian Izin Kepada PT. Pelindo I untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan 
Penundaan Kapal terhadap kapal yang melintas maupun yang melaksanakan kegiatan pada 
perairan pandu luar biasa TSS (Traffic Separation Scheme) di Selat Malaka dan Singapura. 

PELIMPAHAN PEMANDUAN KEPADA 
 PT. PELINDO I (PERSERO) 
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Telah diresmikan/launching Pemanduan di Selat Malaka dan Singapura. 
Tempat peresmian  : Batam 
Hari / Tanggal  : Senin/10 April 2017 
Kegiatan   : - Peresmian  
     - Pelepasan Pandu secara simbolis dengan 
         penyematan Life Jacket 

LAUNCHING PEMANDUAN SELAT MALAKA       
10 APRIL 2017 

NAMA KAPAL :  TANGGUH BATUR 
PANJANG KAPAL :  285 m’ 
GT  :  97.432 GT 
 
NAMA MASTER  :  CAPT. BORIS MUSKARDIN 
WARGA NEGARA :  UKRAINA 
LAMA PEMANDUAN DARI ARUN KE NONGSA  : 36 S/D 40 JAM  
 

RENCANA JADWAL PEMANDUAN BERIKUTNYA : 21 APRIL 2017 
RENCANA PELAYANAN PEMANDUAN 2X SEBULAN 
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PENYELENGGARAAN KAPAL RO-RO DAVAO-BITUNG 

 Kapal yang melayani Rute Bitung-Davao/General Santos adalah 
Super Shuttle RoRo 12 dengan kapasitas 500 TEUS yang 

dioperasikan oleh Asian Marine Transport Corporation (AMTC).  

Pembukaan rute pelayaran baru ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
pariwisata di Indonesia Timur 
dengan memberikan kontribusi 
dalam meningkatkan hubungan 
people-to-people contact di masa 
mendatang. 
Untuk sekarang ini, perdagangan 
pada tahap awal yang akan dikirim 
oleh Filipina melalui Davao menuju 
Bitung adalah produk tepung, 
sedangkan komoditas yang akan 
dibawa dari Bitung antara lain: 
jagung, kopra, dan mesin. 



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 

Telp. +62 21 3811308, 3505006 

Fax. +62 21 3522338 


